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ABSTRAK 

Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan memang 
memberikan tantangan tersendiri dan fungsi ini dapat memberikan peluang besar 
bagi DPRD untuk membuktikan kredibilitasnya kepada rakyat. Namun 
kewenangan ini dapat mudah terjebak dalam politik praktis yang bersifat sesaat 
atau sumber korupsi, dan tidak lagi menjamin instrumen DPRD dalam mengawasi 
efektifitas pelaksanaan peraturan daerah dan agenda penting pembangunan 
daerah. 

Penulis membuat perumusan masalah yang berkenaan dengan hak angket 
DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan hak angket oleh DPRD dalam rangka 
mengawasi kebijakan kepala daerah? 

2. Bagaimana kebijakan kepala daerah sehingga menjadi dasar bagi DPRD 
untuk menggunakan hak angketnya? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPRD untuk melaksanakan hak 
angket dalam rangka mengawasi kebijakan kepala daerah 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normative (normatif law) Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini 
adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana 
suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam 
pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan 
hak angket DPRD dalam mengawasi kebijakan kepala daerah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah 
yang diselenggarakan oleh kepala daerah, akan tetapi karena pelaksanaan hak 
angket juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, maka dalam pelaksanaannya haruslah selektif. Oleh karena 
itu, maka dalam pengajuan usul penggunaan hak angket DPRD, harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: pertama: Adanya tindakan eksekutif melakukan kegiatan 
yang merugikan kepentingan negara. Kedua: Adanya tindakan eksekutif yang 
melemahkan kewibawaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Ketiga: Penerapan suatu 
kebijak:sanaan pemerintahan daerah yang mempunyai dampak sosial politis yang 
berkembang serta meresahkan masyarakat. 

Untuk itu Diharapkan perlu adanya pera�an khusus yang mengatur 
secara tegas dan terperinci dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan 
fungsi pengawasan DPRD, khususnya pengawasan terhadap kebijakan kepala 
daerah sebagai wujud dari hak angket DPRD. Perlu adanya tindakan dan Kepala 
Daerah agar kebijakan yang diambilnya bukan merupakan bentuk kebijak:an yang 
dapat dijadikan sebagai dasar bagi DPRD untuk menggunakan hak angket. Perlu 
adanya agenda pengawasan DPRD yang dibuat setiap tahunnya dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan. 

Kata Kunci: Kajian Hukum, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), kebijakan Kepala Daerah 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai 
Bagaimana pelaksanaan penggunaan hak angket oleh DPRD dalam 
mengawasi kebijakan kepala daerah? 
Bagaimana kebijakan kebijakan kebi kepala daerah sehingga menjadi menjadi men dasar 
untuk menggunakan hak angketnya? 
Bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPRD untuk melaksanakan 
angket dalam rangka mengawasi kebijakan kebijakan kebi kepala daerah 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
normative (normatif law) Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian 

deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan 
ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang 

pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan 
DPRD dalam mengawasi kebijakan kebijakan kebi kepala daerah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan menun bahwa pelaksanaan pemerintahan 
diselenggarakan oleh kepala daerah, akan tetapi karena pelaksanaan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, maka dalam pelaksanaannya haruslah selektif. Oleh 

dalam pengajuan pengajuan penga usul penggunaan hak angket DPRD, harus 
sebagai berikut: pertama: Adanya tindakan eksekutif melakukan 

merugikan kepentingan negara. Kedua: Adanya tindakan eksekutif 
melemahkan kewibawaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pastilah 

di salah gunakan (power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely) 

itulah kalimat pemah di kemukan oleh Lord Acton seorang sarjanawan Inggris 

yang hidup antara tahun 1838 hingga 1902, yang awalnya hanya sebuah hipotesa 

belaka. Hipotesa yang akhimya seakan menjadi takdir yang tak terbantahkan lagi 

dalam Sejarah panjang kekuasaan. Kekuasaan yang mutlak berada pada tangan 

seseorang yang telah melahirkan seorang Fir'aun, Nero hingga Mossolini dan 

Hitler dengan Pemerintahan yang tiran. Kekuasaan yang mutlak berada di tangan 

sekelompok orang Telah menjadi pedang bagi bangsawan Prancis atau Partai 

Komunis untuk mengoyakkan hak rakyat demi kepentingan pribadi atau 

kelompok sendiri dalam pemerintahan yang oligarkhi. Demikian panjangnya 

sejarah hitam kekuasaan hingga pemah dianggap ideal setidaknya dalam teori Lao 

Sayeung di China atau pun machiavelli di Prancis. 1 

Untuk dapat mencegah munculnya kekuasaan yang mutlak dalam suatu 

egara setidaknya ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah 

_ gan membatasi kekuasaan tersebut secara yuridis dalam suatu konstitusi 

1Dablan Thaib Dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
003 ), halaman. 3 

Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak 

gunakan (power tends to corrupt and absolute power corrupt 

kalimat pemah di kemukan oleh Lord Acton seorang sarjanawan 

antara tahun 1838 hingga 1902, yang awalnya hanya sebuah 

Hipotesa yang akhimya seakan menjadi takdir yang tak terbantahkan 

Sejarah panjang kekuasaan. Kekuasaan yang mutlak berada pada 

yang telah melahirkan seorang Fir'aun, Nero hingga Mossolini 

dengan Pemerintahan yang tiran. Kekuasaan yang mutlak berada 

orang Telah menjadi pedang bagi bangsawan Prancis 

untuk mengoyakkan hak rakyat demi kepentingan pribadi 

sendiri dalam pemerintahan yang oligarkhi. Demikian 
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negara sesuai dengan teori kontrak sosial (social contract) yang dikemukakan 

oleh Jhon Locke, yang mana walaupun rakyat menyerahkan kekuasaan pada 

penguasa namun ada hak-hak yang mendasar (hak asasi) yang tetap berada di 

tangan rakyat2. Kekuasaan negara terbatas hanya terbatas pada hal yang diatur 

dalam konstitusi yang isinya harus di patuhi sebagai aturan tertinggi (fundamental 

norm). Dengan dianutnya teori tersebut maka negara tersebut merupakan negara 

hukum (rechsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machsstaat) mana di atur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, paham yang demikian di 

kenal dengan istilah Konstitusionalisme, yaitu paham yang mengenai pembatasan 

kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi3. Adapun cara kedua 

adalah dengan memecah kekuasaan negara, baik dengan sistem pemisahan 

kekuasaan (separation of power) ataupun dengan pembagian kekuasaan 

(distribution of power). Teori ini di dasari oleh teori trias politica yang di 

kemukakan oleh Montesquieu yang terdapat dalam bukunya yang berjudul 

"L 'espirit des lois" yang memunculkan tiga lembaga pemerintahan yang terdiri 

dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikati£4. Khusus berkaitan dengan kekuasaan 

yang berkaitan dengan kekusaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di oleh 

Iernbaga eksekutif, namun hanya dapat menjalankan kekuasaanya aturan yang di 

ntuk sekaligus diawasi pelaksanaanya oleh lembaga legislatif. Lembaga 

egislatif juga merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam nuansa demokrasi 

secara tidak langsung ataupun dalam sistem perwakilan. 

John Locke, sebagaimana dikutip Samidjo, dalam buku Ilmu Negara, (Bandung : 
1986), halaman. 257 

'Dablan Thaib, op cit, halaman I 
� � ntesque, sebagaimana dikutip M. Mahfud M.D dalam buku Dasar Dan Struktur 

araan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman.72. 

(rechsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machsstaat) mana di 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, paham yang 

dengan istilah Konstitusionalisme, yaitu paham yang mengenai 

dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi3. Adapun 

dengan memecah kekuasaan negara, baik dengan sistem 

(separation of power) ataupun dengan pembagian 

(distribution of power). Teori ini di dasari oleh teori trias politica 

oleh Montesquieu yang terdapat dalam bukunya yang 

des lois" yang memunculkan tiga lembaga pemerintahan 

Eksekutif, Legislatif dan Yudikati£4. Khusus berkaitan dengan 
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